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ABSTRAK

Asriana. Tinjauan Akad Mudarabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil
Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Bapak
Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suarning,M. Ag )

Skripsi ini membahas tentang Akad mudarabah terhadap Kkegiatan
mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan
dengan mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana pelaksanaan akad kerja
sama bagi hasil mapatteseng sapi pada masyarakat di Desa Tassiwalie Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang ? (2) Bagaimana tinjauan akad Mudarabah terhadap bagi
hasil mappatteseng sapi pada masyarakat di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) untuk
memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data
yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer
yang diperoleh dari pemilik sapi, pengelolah dan tokoh masyarakat. Sedangkan data
sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah
diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan
dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan
cukup sederhana yaitu dengan sistem kepercayaan secara lisan yang diawali dengan
musyawarah serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan penetapan
nisbah bagi hasil pada akad kerjasama mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Adapun penyerahan modal menggunakan dua
metode yaitu metode pertama dengan penyerahan hewan sapi dan metode kedua
menyerahkan modal berupa uang tunai. Pemilik modal dan si pengelolah modal
menyepakati akad kerjasama bagi hasil dengan keuntungan 50:50.

Dalam sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan sistem Mudarabah, dengan
pihak pemilik modal menanggung seluruh modal sedangkan pihak pengelola hanya
fokus mengelola saja.. Akad kerjasama mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, termasuk dalam jenis Mudarabah mutlagah.

Kata Kunci : Mudarabah, Bagi Hasil , Mappatteseng Sapi
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin
a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan

tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik
diatas)

z Jim J Je

C Ha H Ha  (dengan
titik dibawah)

z Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh De dan Ha
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J Ra R Er

J Zai Z Zet

B2 Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye

o= Sad S Es (dengan titik
dibawah)

Ul Dad D De (dengan
titik dibawah)

L Ta A Te (dengan titik
dibawah)

L Za Z Zet  (dengan
titik dibawah)

& ‘Ain ‘< Koma Terbalik
Keatas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

3 Qof Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El
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2 Mim M Em

O Nun N En

3 Wau \W We

° Ha H Ha

. Hamzah L Apostrof
¢ Ya Y Ye

Hamzah (=) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda ()

. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A

) Kasrah I I

i Dammah U U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

- Fathah dan Ya Ai adani

> Fathah dan | Au adanu
Wau

Xiv




Contoh:
&8 kaifa
Jd3a: haula
3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama

Huruf Tanda

&/ Fathah dan Alif | a a dan garis
atau Ya diatas

(s Kasrah dan Ya 1 i dan garis

diatas

> Dammah dan| @ u dan garis
Wau diatas

Contoh:

i : Mata

=) :Rama
Ja : Qila
&3 @ Yamiitu
4) Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]
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b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditranliterasikan denga ha (h).
Contoh:

4ali=3;  : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

UG48l 1 Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
Al : Al-hikmah
5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (°), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
%5 @ Rabbana

1_,_,;_, . Najjaina

G0 Al-Haqgq
&l : Al-Hajj
a1 Nu'ima

IO
s ‘Aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

208 @ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

XVi



e : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Y(alif
lam ma rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.
Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:
Gl :al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a3 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
A :al-falsafah
B : al-biladu
7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

O34l . ta ' muruna
£ 50 s al-nau’
Bl . syai’'un
&yl : umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),

Sunnabh.
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Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi zilal al-gur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
9) Lafz al-jalalah («i)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

& & dinullah Ay billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Al i s hum fi rahmmatillah
10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur an
Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

XVilii



Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

1. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:
Swit.. = subhanahu wa ta ‘ala
Saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir Tahun
w. = Wafat Tahun
QS./..4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab
o = daiia
po = O O
sl mplusedegll L
L =iak
O = 8L O
& =0 Al /s AT )
z =

XiX



beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi
perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih
editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-
kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab baiasanya
digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia di muka bumi
untuk saling membantu dengan didasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin
menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam tidak
hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, namun menyeimbangkan kehidupan
akhirat. Keseimbangan dalam mengatur waktu, menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya.! Islam juga mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat
dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan tekanan serta
pemerasan dapat dihindari..
Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al- Quran dan
Al- Hadist. Salah satu aspek hukum  yang  terdapat  di dalamnya
adalah permasalahan hukum Islam, yang membolehkan seorang muslim berdagang,
juga membolehkan bergabungnya modal dan tenaga dalam bentuk kerja sama
kemitraan (serikat), yang memungkinkan kelancaran usaha. Oleh karena itu, untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hendaknya mereka bekerja sama
dengan baik atau membentuk perkumpulan dan tidak jujur satu sama lain.. 2
Namun di sisi lain, Islam juga memberikan kaidah dan tata tertib baik
bagi usaha perseorangan maupun kelompok yang tergolong halal dan

mengandung kebaikan. Allah swt. sebagai pemilik seluruh alam semesta dan segala

! Sunuwati Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, ‘Transformasi Wanita Karir Perspektif
Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)’, 4n Nisa’a, 12.2 (2017),
107-20.

2 Sitti Muallimah, ‘Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid
Syari’ah’, Jurnal Investasi Islam, 3.1 (2018), 68-95.



isinya, termasuk pemilik harta benda. Orangyang beruntung mendapatkannya
sebenarnya hanya menerima titipan sebagai amanah, yang disalurkan dan
dibelanjakan sesuai keinginan pemiliknya.®

Seiring waktu, ekonomi bagi hasil dipraktikkan secara luas. Sistem ini
merupakan bentuk kerjasama antara dana dengan pengelola lain
yang berpengalaman. Dan jika ada keuntungan maka akan dibagi dua sesuai
kesepakatan. Praktik kontrak bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan Islam. Seiring
waktu, ekonomi bagi  hasil dipraktikkan secara luas. Sistem ini merupakan
bentuk kerjasama antara dana dengan pengelola lain yang berpengalaman. Dan jika
ada keuntungan maka akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Praktik kontrak bagi hasil
harus sesuai dengan ketentuan Islam.*

Dalam agama Islam sesungguhnya telah diajarkan bagaimana kerja sama
secara benar tidak memberatkan salah satu pihak, saling menguntungkan serta
terhindar dari riba berserikat. Salah satu serikat atau kerja sama yang diperbolehkan
dalam Islam adalah mudarabah

Peternakan adalah salah satu pekerjaan yang paling umum dilakukan oleh
masyarakat pedesaan dan perkotaan. Baik dibuat sendiri atau dititipkan kepada orang
lain, suatu akad yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun yang menjadi
permasalahan adalah bagaimana sistem pengelolaan
usahatani dan pembagian keuntungan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan syariat

Islam.

3 St Cheriah Rasyid Muliati, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam
Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 17.1 (2019), 128-50.
# Sasmita Pratiwi, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak

Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare’ (IAIN Parepare, 2021).



Kemitraan atau kerjasama yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia, salah
satu  contohnya  adalah kerjasama yang  menguntungkan  kedua  belah
pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Secara umum Islam
memberikan aturan mengenai hal ini, yaitu ketika manusia melakukan sesuatu
secara bersama-sama, mereka menghadapi masalah dan perselisihan dalam masalah
keuangan. Oleh karena itu, urusan uang dan harta benda harus dicatat dalam bentuk
buku akad atau akad.

Salah satu contoh bagi hasil dalam Islam
adalah mudharabah. Mudarabah adalah perjanjian kemitraan usaha yang
melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama disebut (shahibul maal) pemberi modal
dan pihak kedua disebut (mudarib) pengelola modal. Dalam hal ini, sistem bagi hasil
ditetapkan dan ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian. Dan apabila terjadi kerugian
yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengurus, maka menjadi tanggungan pemilik
modal. Sebaliknya jika hal tersebut disebabkan oleh
kelalaian pengemudi, maka ia harus bertanggung jawab penuh.

Al- Qur’an, Hadist dan Ijma’ merupakan dasar hukum kebolehan untuk kerja
sama bagi hasil. Sebagaimana di firmankan Allah SWT. dalam Al-qu’ran surah An-

Nisa ayat 29
Gl 2858 i 15 512 5556 51 W) oy i oKt g Y i 0wt
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Terjemahnya:

“Hai orang orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka



sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”.®

Darisegi  kebutuhan  dan kepentingan, para  ahli ~ hukum  Islam
sepakat untuk mengakui  keabsahan mudarabah. Sistem bagi  hasil  mudarabah
dinyatakan dalam persentase antara kedua belah
pihak. Besarnya keuntungan kemudian disepakati kedua belah pihak dan dituangkan
dalam kontrak atau kontrak

Mudarabah juga memiliki resiko kerugian, menurut ulama fighi apabila
didalam proses transaksi terjadi kegagalan, yang menyebabkan sebagian atau seluruh
modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka hanya pemilik modal yang
akan menanggung kerugian. Sedangkan mengelolah modal tidak harus mengganti
atau menanggung modal yang hilang, selama kerugian tidak diakibatkan oleh
kelalaian si pengelolah modal serta tidak menyalahgunakan modal yang telah
dipercayakan kepadanya.

Mazhab Syafi’i mengartikan mudarabah sebagai penyerahan sejumlah uang
dari pemilik modal kepada pengelolah atau pengusaha agar bisa menjalankan usaha
dagang yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama. Adapun ciri utama dari
kontrak ini yaitu apabila ada keuntungan akan dibagai antara pemilik modal dengan

pengelolah sesuai dengan perjanjian dan apabila ada kerugian akan ditanggung

5> Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahnya, h. 83



sendiri oleh pemilik modal.® Namun dalam hal ini pengelolah hanya menaggung
kerugian apabila kerugian bukan dikarenakan kelalaian pengelolah.

Desa Tassiwalie merupakan salah satu desa di Kecamatan Suppa, Kabupaten
Pinrang. Beberapa masyarakat Desa Tassiwalie yang memilik lahan luas dan lahan
yang cukup luas ini sangat berpotensi untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa
Tassiwalie. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya adalah dengan
peternakan sapi.

Masyarakat Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
Melakukan praktik pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan sapi atau bagi
hasil mapatteseng sapi dengan cara tradisional. Sistem dan cara yang digunakan
untuk membagi hasil mappatteseng sapi ini sangat menarik untuk di bahas. Adapun
pelaksanaan kerja sama ini disepakati dengan memberikan satu ekor sapi betina dan
satu ekor sapi jantan oleh pemilik ( pemilik modal ) kepada pengelolah atau yang
akan merawat sapi. Dengan perjanjian apabila sapi tersebut beranak yang pertama,
maka anak sapi tersebut sepenuhnya adalah milik orang yang memeliharanya dengan
kata lain pemilik sapi belum mendapat bagian dalam kurung waktu tersebut. Pemilik
sapi akan mendapatkan jatah sapi setelah sapi tersebut beranak lagi untuk kedua
kalinya. Dan begitu seterusnya.

B. Rumusan Masalah

 H. Zaenal Arifin, SH, Mkn, Akad Mudharabah : Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi
Hasil, ( Indramayu : CV. Adanu Abitama ) h. 41



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan pokok
permasalahanya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan
batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil mapatteseng sapi di Desa
Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana tinjauan akad mudarabah terhadap bagi hasil mappatteseng sapi di
Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam pembahasan pokok
masalah yang telah dijelaskan secara jelas dan detail adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil mappatteseng sapi di Desa
Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui tinjauan akad mudarabah terhadap bagi hasil mappatteseng

sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang



D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, yaitu umtuk memberikan sumbangsi bagi khazanah pemikiran
Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlanjut.

b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga
menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt..., dan juga
dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi

hasil mappatteseng sapi sesuai syariat Islam.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti
menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti,
sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang
pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.
Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah
penelitian, dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya sumber-sumber yang
nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Ada beberapa
penelitian yang terkait dengan masalah perjanjian kerja sama atau biasa disebut

dengan akad mudarabah diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nikmah Marzuki dengan judul Praktek
Bagi Hasil Peternakan Sapi Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini mengungkap dan menganalisis praktek bagi hasil dan pendapatan
masyarakat peternak sapi. Praktek bagi hasil peternakan pada Kecamatan Barebbo
pada umumnya menggunakan tiga sistem yaitu teknik pemeliharaan ektensif, tenik
pemeliharaan intensif, teknik pemeliharaan semi intensifdengan pendapatan peternak
rata dua juta sampai lima juta setiap satu ekor sapi tergantung dari kondisi dan teknik
bagi hasil yang disepakati.’

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama

sama meneliti tentang bagi hasil ternak sapi, sedangkan perbedaannya peneliti

7 Sitti Nikmah Marzuki, ‘Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan’, ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam,
10.1 (2019), 103-26 <https://doi.org/10.32678/ijei.v10i1.115>.



terdahulu meneliti praktek bagi hasil disertai dengan pendapatan masyarakat peternak
sapi sedangkan penelitian sekarang hanya meneliti praktek bagi hasilnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fadilah dengan judul skripsi Sistem
Kemitraan Peternakan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau dari Etika Bisnis
Islam (studi kasus Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala
Timur Kabupaten Tulang Bawang). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh
dalam kemitraan peternakan Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam menggunakan
sistem bagi hasil telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.®

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu
sama sama meneliti tentang bagi hasil peternakan sapi. Sedangkan perbedaannya
yaitu peneliti terdahulu fokus peneliti pada prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid,
amanah, kejujuran, keadilan, dan kehendak bebas. Sedangkan peneliti sekarang
meneliti tentang akad mudarabah

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Nugraha, Musdalifa Mansyur, Dhian
Ramadhanty dengan judul jurnal Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi
Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi
Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi peternak sistem
bagi hasil sapi potong adalah untuk mencukupi kehidupan sehari hari. Adapun faktor
yang mempengaruhi motivasi dalam sistem bagi hasil sapi potong adalah jumlah
ternak, pendapatan non peternak, pendapatan sistem bagi hasil, pengelolaan lahan

pertanian dan jumlah anak sapi yang dihasilkan.®

8 Ratna Fadilah, ‘Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi
Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang
Bawang)’ (IAIN Metro, 2019).

® Angga Nugraha, Musdalifa Mansur, and Dhian Ramadhanty, ‘Motivasi Peternak Terhadap
Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang,
Propinsi Sulawesi Selatan’, Jurnal Sains Dan Teknologi Industri Peternakan, 1.1 (2021), 11-14.
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Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu
sama sama meneliti tentang bagi hasil ternak sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu
penelitian terdahulu meneliti tentang motivasi dan alasan melakukan kegiatan bagi
hasil usaha ternak sapi potong sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang bagi hasil
dari akad mudarabahnya.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau
konsep yang menjadi sebuah filosofi dalam menguraikan permasalahan yang akan
diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.
1. Teori Akad

Al-‘Agd berasal dari kata ‘agada — yaqidu - ‘agdan yang memiliki bentuk
jamak, al’uqud. Secara bahasa al-‘A4gd bermakna al-rabt (ikatan), al-shadd
(pengencangan), al-taqwiyah (penguatan). Al-‘4gd meskipun secara bahasa bermakna
pengencangan (al-shadd) kemudian ia mengalami transpormasi makna menjadi
kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini implementasinya
kepada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya disuatu hari. Makna tersebut kemudian
penggunaanya lebih menonjol dan menjadi ‘urf (tradisi). Oleh sebab itu secara tradisi
Al-‘Aqd adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara beserta dengan
kompensasinya.

Al-‘Agd merupakan transaksi dan kesepakatan atau komitmen dengan
konotasi al-istithaqg. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada dua pihak yang
saling berakad. Kemudian al-‘ahd (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja.
Karenanya, al-‘ahd lebih umum dari pada Al-‘Agd, karena tidak semua al-‘ahd

termasuk Al-‘Aqd (akad). Sebaliknya semua Al-‘Agd termasuk al-‘ahd. Syariah
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menjelaskan tentang akad, terlihat adanya keterikatan antar komitmen dan janji itu
diwujudkan dengan ijab dan kabul diantara dua pihak yang berakad.'® jadi secara
singkat akad adalah perjanjian atau kotrak yang disetujui oleh kedua belah pihak atau
lebih.

Hukum ekonomi Islam yang menjadi pokok akad yang dimaksud adalah
akad antara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian untuk melakukan suatu
perbuatan hukum. Jadi ada satu hal yang sangat penting dalam berbisnis yaitu
perjanjian kontrak. Akad adalah suatu cara memperoleh harta benda
menurut ketentuan hukum Islam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Sesuai
dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat (1)

sl J4 53 il L3 G W dass oS0 2T S50y st il 3 i

2 Lot b 8 S, L0
V\;;;u;igw ol 7% 35l
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu
hewan ternak ,kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki .1

Maksud dari Ayat diatas adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad
kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam
bermuamalah.*?

Akad dalam perpektif figih memiliki empat unsur dasar, yaitu pertama para

pihak yang bertransaksi, kedua objek akad, ketiga subtansi (materi) akad dan terakhir

10 Muhammad Kamal Zubair, ‘Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah’,
Mugtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1.2 (2010), 245
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,h. 106
12 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72
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adalah rukun akad. Setiap unsur suatu kontrak mempunyai syarat-syarat yang
harus dipenuhi agar unsur itu dianggap autentik dan sah. Adapun yang dimaksud
unsur akad adalah sesuatu yang membentuk adanya akad. Ada perbedaan dikalangan
fugaha mengenai unsur pembentukan tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat.
1) Rukun Akad
Adapun rukunnya menurut mazhab jumruh ( Maliki, Syafi’i dan hambali) adalah
sebagai berikut
a. Al-‘Agidain
Al-agidain merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu,
seperti: orang-orang yang dikategorikan dengan suatu perjanjian dengan
subjek hukum. Dengan itu para pihak pelaku dari suatu tindakan hukum
sebagai pihak pengembangan yang dilakukan kedua bela pihak.
b. Mahallul Agad
Yang dimaksud dengan maudh’ul agad adalah almaghudul ashly
alladzy syara’a al-‘aqdu min ajlih (tujuan utama kenapa ditentukan adanya
akad). Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan
apapun.
c. Shighat al- ‘aqad
Adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu di lakukan.
Shighat al-agad ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut
ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat al-agad ini.

Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad itu hanya merupakan
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syarat-syarat akad. Dalam litaratur figh, shighat al-aqd biasanya di
wujudkan dalam bentuk ijab dan gabul.*®

Definisi ijab dan gabul merupakan penetapan yang menunjukkan
keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik pembeli maupun
penjual sedangkan qabul merupakan orang yang berkata setelah
mengucapkan ijab, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.
Dalam Islam diterangkan pula Shighat al-‘agad. Shighat al-‘agad adalah
sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan
atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini
dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan dan tulisan. Sighat tersebut
disebut ijab dan gabul, yang meliputi;
a) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,

sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.
c) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan gabul menunjukkan kehendak

para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

13 Muhammad Ardi, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam
Penerapan Salam Dan Istisna’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 14.2 (2016), 265—79.
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Dalam surah Al-Bagarah ayat 282 yang berbuyi:
T o te b Pes 222 8 s ga2e% Z. R 0~ S ec Gt S L RPNy <%
Y5 JAT Col8 oS0 Cisg. 008 B Lt ‘_}.,\ éigi":? S5 13) T3l T it
e Yy A5 A gids T ale T s LS AT Aale WS L of La o
Ay el 54 98 of ping ¥ 5l U 5 Gakts BT wile T D8 0. 63 s
(e O30 R OBTATS 85d Ll ) 645 é uu%ﬁbj o8 g V9dgaify - JAY
IS 9. 1585 G 15) $TAEENT S V3. LB YT Gds) b LWpas) fuad o STAg L

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia
sendiri tidak mampu mengmlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang
lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dang
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu
perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika
kamu lakukan(yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu™

14 Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahnya, h. 48
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Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sekalipun tidak berdosa bila tidak
menuliskan perdaganagan secara tunai namun yang paling baik adalah agar selalu
dituliskan. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan transaksi secara tidak tunai namun
Allah Swt. memerintahkan untuk mendatangkan saksi saksi. Perintah disini bukan
wajib melainkan sunnah, tujuannya agar manusia berhati hati dalam bermuamalah.

2) Syarat Akad
Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
a. Syarat Adanya Akad
Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak
terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal .
b. Syarat Sah Akad
Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak
berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah
terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja
akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam
keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan
akad fasid, dan harus dibatalkan.*
Syarat sah akad untuk menjadikan jaminan dan dampak dari sebuah
keabsahan akad, jika syarat ini tidak terpenihi maka syarat tersebut
dinyatakan batal dan tidak sah.
3) Prinsip akad
Hukum Islam telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh dalam

pelaksanaan akad, yaitu sebagai berikut:

15 Ramli Semmawi, ‘Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam’, Jurnal limiah Al-Syir’ah,
8.2 (2010).
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1. Prinsip akidah

Prinsip ini merupakan pondasi hukum islam, yang menekankan bahwa;

a) Harta benda yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Swt. Kita
memperolehnya dan harus mengelolahnya dengan baik semata untuk mencari
ridho dari Allah Swt.

b) Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem
ini bersumber dari Allah dan tujuan akhirnya pun kepada Allah dengan
menggunakan sarana yang sesuai dengan syariat Allah Swt.

2. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan kepada

seseorang untuk untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian,

kebebasan untuk menetukan dengan siapa dia akan melakukan kontrak dan
kebebasan untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian.’

3. Prinsip kesepakatan bersama
Prinsip ini menyatakan bahwa kesepakatan dianggap sah apabila kedua
belah pihak menyetujui hal hal yang terdapat dalam kontrak.8

4. Prinsip perjanjian itu mengikat

Maksud dari perjanjian itu mengikat adalah kontrak atau kesepakatan

tersebut memiliki kekuatan hukum. Artinya jika seseorang telah

menandatangani sebuah kontrak maka seseorang tersebut harus mematuhi isi

16 Abdul Haris Simal, ‘Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau
Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi’, Jurnal Cahkim, 15.1 (2019).

17 Ghansam Anand, ‘Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak’, Yuridika,
26.2 (2011), 91-101.

18 p P Islam, ‘Ekonomi Islam’, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
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dari kontrak atau perjanjian tersebut, dan apabila tidak memenuhi
kesepakatan tersebut maka ada konsesuensi yang akan diterima.*®
5. Prinsip keadilan dan keseimbaangan presentasi
Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam transaksi ekonomi dan
keuangan islam. Asas keadilan mengharuskan semua pihak yang terlibat
dalam sebuah perjanjian untuk berlaku benar dalam mengungkapkan
kehendak dan keadaan, mereka harus memenuhi semua hak hak dan
tanggung jawab yang telah disepakati.?® Keadilan dapat menghasilkan
keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara
pemilik modal dengan yang membutuhkan dana.?*
6. Prinsip kekejujuran.
Prinsip kejujuran merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam memulai
suatu usaha. 2
Jadi terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan akad.
4) Macam macam akad
Menurut fighi muamalah ada beberapa macam akad, yang dibagi dalam 3
kategori akad diantaranya, akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yaitu

akad jual beli, akad bagi hasil dan akad sewa menyewa.

19 Yenny Eta Widyanti, ‘Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dan
Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak’, Jurnal Pamator: Jurnal limiah Universitas
Trunojoyo, 4.1 (2011), 97-103.

20 Muhammad Harfin Zuhdi, ‘Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam’,
Igtishaduna, 8.1 (2017), 78-115.

2L Amiruddin Amiruddin, ‘Sistem Bagi Hasil Dalam Bldang Pertanian Kecamatan Tellu
Limpoe Kabupaten Sidenrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)’ (IAIN PAREPARE, 2021).

22 Abdul Ghafur, ‘Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam’, Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis Islam, 4.1 (2018).
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Akad jual beli

Akad jual beli meliputi akad murabahah, akad salam dan akad istisnah.?
Adapun pengertiannya sebagai berikut;

a. Akad murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang tertentu dengan
harga asal dengan tambahan harga yang sudah disepakati.?* Akad murabahah
adalah akad transparansi antara penjual dan pembeli.

b. Akad salam adalah akad jual beli barang yang telah dipesan dengan
melakukan pembayaran diawal yang terjadi antara pembeli dan penjual,
pengiriman akad dilakukan di akhir kontrak.? Signifikasi dan harga barang
pesanan harus sudah disepakati di akad awal, sedangkan pembayaran dilakukan
di muka secara penuh.

c. Akad istisna yaitu akad jual beli dengan konsep pemesanan Kkriteria dan
persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/mustasnhi’)
dengan penjual (pembuat/shani’).?® Akad istisnah adalah akad yang halal dan
didasarkan secara syari’l sesuai petunjuk Al-Quran Q.S Al. Bagarah: 275.

Akad bagi hasil

Terdapat dua akad bagi hasil yaitu akad mudarabah dan akad musyarakah

2 Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, ‘Tinjauan Figih Muamalah

Terhadap Jual Beli Online’, Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1.2 (2020), 35-48.

24 Bagya Agung Prabowo, ‘Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis

Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)’, Jurnal Hukum lus Quia

lustum, 16.1 (2009), 106-26.

%5 Saprida Saprida, ‘Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli’, Mizan: Journal of Islamic Law,

4.1 (2018).

2 Riyan Pradesyah, ‘Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah’, Aghniya: Jurnal

Ekonomi Islam, 1.1 (2018), 34.
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a. Akad mudarabah adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) dua belah pihak
yaitu pihak yang memberi modal untuk dikembangkan dan pihak yang menerima
modal kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
b. Akad musyarakah yaitu akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih, dimana
kedua pihak tersebut memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan bersama.?’” Perbedaan secara singkat, mudarabah di
lakukan oleh dua pihak tidak lebih sedangkan musyarakah bisa lebih dari dua
pihak yang bersepakat.
3. Akad sewa menyewa
Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa terhadap suatu barang atau
upah mengupah terhadap jasa melalui pembayaran sewa dan imbalan jasa dalam
yang telah ditentukan.?® Akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga
proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa.
5) Berakhirnya akad
Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya
tujuan akad (tahkiq gharadh al-‘agd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan
sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang
memiliki kewenangan dalam akad mauqup.?® Berikut penjelasan dari masing-

masing dimaksud.

2" Heru Maruta, ‘Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam
Masyarakat’, IQTISHADUNA: Jurnal limiah Ekonomi Kita, 5.2 (2016), 80-106.
28 Laili Nur Amalia, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis
Jasa Laundry’, Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5.2 (2015), 166-89.
2 Ardi.
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1. Terpenuhinya akad

Suatu akad di dianggap selesai jika sudah tercapai tujuan. Dalam

akad jual beli, akad dianggap selesai jika benda telah berpindah kepemilikan

kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad

salam dan istishna akan selesai bila pembayaran sudah lunas dan barangnya

diterima.

2. Terjadinya pembatalan akad (fasakh)

1. Ada beberapa hal yang dilarang dalam syara; seperti terdapat kerusakan

dalam akad (fasad al-‘agdi). Misalnya menjual barang yang tidak

memenuhi kejelasan (jahala) dan tertentu waktunya (mu'aqqat).

2. Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyar ‘aib, khiyar syarat atau khiyar

majelis.

3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (igalah), Salah satu pihak yang

4.

berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada
hadis Nabi riwayat Baihaqgi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa
barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal
akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya
pada hari kiamat kelak (man aqala naadiman  bai’atahu
aqallahu’atsratuhu yaumal giyamah).

Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang
berakad (/i ‘adami tanfidz).
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5. Akad berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktun, seperti dalam akad
sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat
diperpanjang.

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan
berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan
dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak
perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan
sebagainya.
2. Teori Mudarabah
1. Dasar Hukum mudarabah
a. Al-Qu’ran
Al-Qur*“an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
melaluli Malaikat Jibril dan membacanya sebagai ibadah dan mendapat pahala.°

Ayat yang berkenaan dengan mudarabah antara lain;

Sl 30 D Spa 18 onsdaly A e 1555 s il o B 15
Terjemahnya

““... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan
bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya™ .3

b. Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah

%0 Suarning Said, ‘Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah’, Diktum: Jurnal Syariah Dan
Hukum, 15.1 (2017), 43-54.
31 Kementrian Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahnya, h.106
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Artinya:
“Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, mugaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, ” (H.R. Ibnu Majah dari
Shuaib)

c. Ijma
Mudarabah di isyaratkan berdasarkan Ijma ( kesepakatan) para sahabat dan
berdasarkan sekepakatan para imam yang menyatakan kebolehannya. Hal itu
didasarkan pada dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam
kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran. Ijma dalam hal mudarabah,
ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari dari sahabat menggunakan
harta dari anak yatim untuk mudarabah Oleh karena itu perbuatan tersebut ditentang
oleh para sahabat.>® Muamalah dalam bentuk mugdarabah dibolehkan oleh para
ulama. Adapun landasan kebolehannya adalah pengalaman Nabi Muhammad saw
yang pernah memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum
beliau diangkat menjadi Nabi dan ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.
d. Qiyas
Mudarabah digiyaskan kepada al-musyagah (menyuruh seseorang untuk
mengelolah kebun). Dalam kehidupan manusia ada golongan kaya dan golongan
miskin. Disisi lain ada orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga
banyak orang kurang mampu yang mau bekerja tapi tidak mempunyai modal.

Sehingga dengan adanya mugdarabah ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan

32 Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy lbnu Majah, Sunan lbnu
Majah, juz Il (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 768

3 Mohamad Ainun Najib, ‘Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah’, Jurnal
Jurisprudence, 7.1 (2017), 15-28.
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kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.®* Dengan adanya kerja sama
ini akan memberikan keuntungan utuk kedua belah pihak.
2. Rukun dan Syarat mudarabah

Rukun adalah mufrad dari kata jama’ “arkan” artinya asas atau sendi atau
tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya
(apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan
itu.

Menurut Sayyid rukun mudarabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari
orang yang mempunyai keahlian. ljab kabul tersebut tidak di lafazkan secara khusus,
tapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudarabah karena yang
terpenting dari akad adalah tujuan dan maknanya bukan makna dan susunan katanya.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas kita dapat memahami
bahwa rukun adalah bagian terpenting yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu
pekerjaan atas pekerjaan lain. Dalam konteks ini adalah pekerjaan kerja sama akad
mudarabah
c. Rukun Bagi Hasil (mudarabah)

Menurut ulama Syafi’iyah rukun kerja sama mugarabah ada enam:

1. Pemilik barang menyerahkan barangnya.
Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelolah barang tersebut.
Akad mudarabah, dilakukan antara pemilik dan pengelolah barang.

Mal, yaitu harta pokok atau modal.

a M DN

Amal, pekerjaan pengelolah harta sehingga memperoleh laba.

3% NAFA ALFIANING PUTRI CHUT, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL DALAM PENJUALAN LEMON PERAS (Studi Kasus Di Kedai Way Mon
Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
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6. Keuntungan.® (laba atau profit )
Sedangkan menurut Malikiyah hukum mudarabah adalah jaiz, adapun rukunnya,
sebagai berikut;
1) Modal
2) Amal
3) Laba
4) Para pihak yang mengadakan perjanjian
5) Sighat (ijab dan gabul)
Menurut Jumruh ulama, rukun mudarabah ada lima, yaitu;
1) Orang yang melakukan akad
2) Modal
3) Keuntungan
4) Kerja
5) Sighat®® (ijab dan gabul)
d. Syarat Bagi hasil (mudarabah)
Seputar persyaratan mudarabah terdapat tiga titik temu para fugaha antara empat
mazhab diantaranya:
1. Bahwa akad mudarabah terdapat para pihak
2. Bahwa para pihak yang terlibat di mudarabah salah satunya sebagai

pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (al-amil)

% Tria Kusumawardani, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama
Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan
Sumberejo Kabupaten Tanggamus)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

3 Nasrun Haroen and Figh Muamalah, ‘Gaya Media Pratama’ (Jakarta, 2007).
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3. Bahwa tujuan dari mudarabah adalah memperoleh keuntungan dan para
pihak mendapat bagian sesuai kesepakatan dalam akad.®” Selain itu
MUDARABAH juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha.

e. Prinsip mudarabah

Prinsip prinsip mudarabah ini tidak terlepas dari prinsip prinsip muamalah
Islam. Oleh sebab itu mudarabah ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam
dan aturan fighi muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya
mekanisme dalam mudarabah sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip
prinsip muamalah Islam.
Adapun prinsip prinsip mudarabah dalam Islam adalah sebagai berikut;
a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudarabah

Artinya akad mudarabah dibolehkan dalam al-qu’ran dan Sunnah Rasul.
Dalam mudarabah harus berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam sebagai mana
telah dijelaskan pada landasan hukum mudarabah ( Al-qur’an dan Hadis).
mudarabah dibolehkan sebab mempunyai manfaat bagi banyak orang terutama bagi
kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak
(pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan
konsekuensi dari bisnis.® Manfaat lainnya adalah masyarakat dapat memperoleh
akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis atau

usaha.

37 Khudari Ibrahim, ‘Mudharabah Principle of Banking Products’, Jurnal 1US Kajian Hukum
Dan Keadilan, 2.1 (2014).

% Novi Ratna Sari, ‘Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, Jurnal Repertorium, 4.2 (2017), 8.
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b. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Dalam konteks ini shahibul maal bisa mengakhiri perjanjian mudarabah
secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan terhadap mudharib. Serta
kepercayaan juga harus di imbangi dengan sifat amanah seorang mudharib.®
Kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam akad mudarabah Sebab jika tidak
ada kepercayaan dari shahibul maal maka transaksi mudarabah tidak akan terjadi.

3. Macam Macam mudarabah

Berikut akan dijelaskan macam macam akad mudarabah vyaitu sebagai
berikut: mudarabah mutlak ( Al-Mutlagah) dan mudarabah terikat ( Al-
Mugayyadah).

a.  mudarabah mutlak ( Al-Mutlagah)

Akad mudarabah Mutlagah ini pemilik modal memberikan kebebasan kepada
pengelola untuk mengelolah dana yang telah diberikan. Jenis mudarabah ini tidak
ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usahanya. Kebebasan disini bukan berarti
tanpa batas, pengelolah modal tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar
ketentuan syara’.

b.  Mudarabah terikat ( Al-Mugayyadah)

Mudarabah ini tidak memperbolehkan pengelolah modal menjalankan modal
diluar usaha yang telah ditentukan bersama pemilik modal. Artinya mugdarabah ini
dibatasi oleh pemilik modal.*° Batasannya berupa, batasan mengenai dana, lokasi dan

objek usaha atau investasi.

39 FAIQOH N U R ROHMAWATI, ‘Mekanisme Dan Upaya Peningkatan SiSuKa (Simpanan
Sukarela Berjangka) Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT BUS Cabang Karangawen’.

40 Jaih Mubarok, ‘Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah’ (Simbiosa
Rekatama Media, 2017).
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Mudarabah mugayyadah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mudarabah
mugayyadah on balance sheet merupakan akad mudarabah yang mana mudharib ikut
menanggung resiko atas kerugian dana yaang di investasikan oleh shahibul maal.

Mudarabah mugayyadah off balance sheet akad mudarabah mugayyadah
yang mana pihak shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan proyek
yang diperolehkan, jangka waktu serta pihak pelaksana pekerjaan.

4. Berakhirnya mudarabah

Menurut Zuhayli, pada prinsip kontrak kerja sama dalam pemodalan
(mudarabah) akan berhenti jika salah satu menghentikan kontrak, atau meninggal
atau modal yang ditanamkan mengalamai kerugian ditangan pengelolah modal
(mudharib). Akad kerja sama permodalan (mugdarabah) juga akan batal ketika
pemilik modal (shahibul maal) murtad, begitu juga dengan peneglolah modal
(mudharib). Selain itu Zuhaily juga mengatakan, mudarabah dikatakan fasid jika
salah satu syarat tidak terpenuhi, diantara bentuk mudarabah fasid, misalnya yang
memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (shahibul maal) menawarkan kepada
orang lain untuk berburu bersama sama kemudian keuntungannya dibagi bersama
sama sesuai kesepakatan. Akad mudarabah ini fasid, mudharib tidak berhak
mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik shahibul maal,
mudharib hanya berhak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukannya.** Selain
dari itu akad mudhrabah akan batal atau berakhir bila salah satu yang berakad

meninggal dunia.

41 Ismail Nawawi and Zaenudin A Naufal, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum
Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial (Ghalia Indonesia, 2012).
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5. Hikmah mudarabah

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan
kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak
mampu mengembangkan dan mengelolahnya, ada juga sebagian orang yang
mempunyai skill dalam suatu pekerjaan namun tidak mempunyai modal untuk
memulai usaha. Karena syariat memperbolehkan muamalah ini agar masing masing
keduanya mendapatkan manfaat. Jadi hikmah disyariatkannya mugdarabah adalah
agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal
ini termasuk juga tolong menolong.

Berdasarkan pengertian diatas dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu
menganjurkan untuk berbuat kebaikan dimuka bumi yang tujuannya tidak lain untuk
kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. mudarabah mengandung hikmah
yang besar dalam masyarakat karena memupuk individu selalu memiliki sifat tolong
menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu hikmah
diisyaratkan mugdarabah yang dikehendaki syar’i yang maha bijaksana adalah
menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesama umat
manusia.

3. Prinsip keadilan pada sistem bagi hasil mappatteseng sapi

Menurut hukum islam, segala bentuk yang mengarah pada kesejahteraan baik
itu individu, maupun masyarakat adalah baik secara moral dan apapun yang
merugikan itu buruk secara moral.*? Islam senantiasa mengajarkan untuk menerapkan

keadilan dan mengharmkan setiap kezaliman yang berhubungan dengan setiap

42 Rosmaya Rosmaya and others, ‘Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan
Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan
Hukum, 20.1 (2022), 1-18.
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kontrak bisnis karena sistem ekonomi islam tidak menganiaya masyarakat terutama
masyarakat lemah. Dalam ekonomi islam selalu diajarkan untuk tidak menyia-
nyiakan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas serta tidak merugikan.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat
berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan
keadilan sosial ekonomi. Dalam akad mudarabah nilai keadilan terletak pada
keuntungan dan pembagian resiko dari kerja sama yang dilakukan. Kedua belah pihak
akan mendapat keuntungan secara sesuai jika kerja sama tersebut mendapat
keuntungan. Sebaliknya jika usaha mengalami kerugian masing masing pihak sama
sama tidak mendapat hasil.

Resiko yang mungkin akan diterima oleh pemodal apabila mengalami
kerugian adalah kehilangan modal atau dana yang telah dipercayakan. Sedangkan
dari sisi pengelola modal ia mendapat resiko berupa kehilangan tenaga, pikiran dan
waktu selama pengelolaan modal.*®

Keadilan adalah lawan dari kezaliman, berdasarkan asas tersebut kedua belah
pihak dituntut untuk berbuat jujur dan saling terbuka tan menutup-nutupi apapun,
bersungguh sungguh dan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. sikap adil ini sangat penting sehingga dalam al’quran
menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat dengan takwa. Sebagaimana firman

Allah swt. dalam surah al-bagarah ayat 177.4

4 Tin Marleni Sri Kasnelly, ‘Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah’, Al-
Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 2.2 (2019), 51-68.

4 Rahmani Timorita Yulianti, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak
Syari’ah’, La_Riba, 2.1 (2008), 91-107.
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a. Resiko pemilik modal

Resiko yang mungkin diterima oleh pemilik modal dalam kerja sama ini
adalah jika terdapat sapi yang hilang atau mati ditanggung oleh pemilik modal,
kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola modal.

b. Resiko pengelola modal
Pengelola juga mungkin akan menerima kerugian dalam kerja sama ini jika terjadi
kerugian, peternak akan menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran.*

Pihak pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan
transparansi bisnis dan kemitraan secara baik dan ideal.*® Dalam artian semua pihak
yang terlibat dalam bisnis harus saling terbuka satu dengan yang lain.

Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul tinjauan akad mudarabah terhadap sistem bagi hasil
mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang”, judul ini mengandung
unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar pembahasan dalam
proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifak khusus . Tinjauan konseptual ini
juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan
memudahkan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan
dijelaskan dan diuraikaan mengenai pembatasan dan dari judul tersebut.

a. Analisis akad mudarabah
Akad mudarabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak

dimana pemilik modal (shahibul mal) meempercayakan sejumlah modal kepada

% Yustika Miya, ‘Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Akad Mudharabah (Studi Desa
Riak Siabun Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma)’ (Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022)
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10267/1/SKRIPSI MIYA YUSTIKA 1811130081.pdf>.
4 Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Mudharabah Antara Kajian Figh Dan Penerapan Perbankan’,
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 8.1 (2010), 77-85.
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peneglolah (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja
sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari
pengelolah.

b. Mappatteseng

Dalam tradisi mapppatteseng, prinsip usaha memiliki kesamaan dengan
sistem bagi hasil yang dalam hukum agama dibolehkan, asalkan tidak merugikan
salah satu pihak yakni pemilik modal dengan pengelolah modal. Mappatteseng pada
dasarnya terjadi dikarenakan tidak seimbangnya antara sumber daya manusia dengan
sumber daya alam, sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang
mempunyai lahan/ modal dalam hal ini orang yang mempunyai sapi.*’

Mappatteseng sendiri adalah seorang pemilik modal akan memberikan
modalnya kepada (pattesang) karena (mappatteseng) tidak punya waktu untuk
menternakkannya.*® Dari kerja sama dua belah pihak ini nantinya akan menghasilkan
keuntungan yang akan dibagi berdasarkan mekanisme pengelolaan yang telah
disepakati.

Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin membahas dan
menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa
penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah. Berdasarkan
alur pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar

sebagai berikut.

47 Srianti Permata, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng Pada Masyarakat
Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah’, Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga
Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1.1 (2019), 28-39.

4 Muslimin Kara, Ega Rusanti, and A Syathir Sofyan, ‘Consumer Choice Behavior in
Partnership Systems (Teseng): Qualitative Analysis of Theory of Planned Behavior’, Jurnal Minds:
Manajemen Ide Dan Inspirasi, 10.1 (2023), 133-54.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa
hal yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, fokus penelitian , jenis dan sumber data
penelitian yang digunakan , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.*®
Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini
sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus,
pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki
dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan
mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan
sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research)
yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan data
yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan
pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti. Oleh
karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan
dan pelaku yang dapat diamati.>® Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam
penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomen-fenomena yang ada.

4 Tim Penyusun, ‘Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)’, Parepare:
Stain, 2013.
SO TAIN Parepare, ‘Pedoman Penulisan Karya Tulis [Imiah’, Parepare Tahun, 2020.
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Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, karena metode kualitatif lebih
mudah ketika fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan teori-teori hukum.>!
Kelebihan lainnya yaitu fleksibel dan dapat meningkatkan empati dan toleransi.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan,
menganalisis melalui observasi dan wawancara dimasyarakat Desa Tassiwalie

Kabupaten Pinrang.

. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang,. lokasi ini
merupakan salah satu tempat yang melakukan kegiatan mappatteseng sapi.
2. Waktu Penelitian

Dalam penenelitian ini , peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya dan
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada
pelaksanaan kegiatan bagi hasil mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten
Pinrang terkhusus pada analisis akad mudarabahnya.
. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam
bentuk statistik maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian

tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

51 Muhamad Mustari and M Taufiq Rahman, ‘Pengantar Metode Penelitian’ (Laksbang
Pressindo, 2012).
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1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data
asli.®® Dengan demikian penulis mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber
(informan) dalam bentuk hasil observasi dan wawancara langsung dilapangan. Data
primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat langsung
seperti pemilik modal dan pengelolah modal dalam proses akad MUDARABAH
terhadap mappatteseng sapi serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Tassiwalie
Kabupaten Pinrang.
Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian yang diperuleh secara tidak
langsung melalui perantara media.>®* Adapun data yang diperoleh dalam data
sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal, artikel e-book, website,
al-Qur’an, serta berbagai data yang ada pada media internet yang berkaitan langsung
dengan penelitian.
. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah
dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis
akad mudarabah terhadap pelaksanaan mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie
Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam pengumpulan

data adalah sebagai berikut:

%2 Syafrida Hafni Sahir, ‘Metodologi Penelitian’ (KBM Indonesia, 2021).
3 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian (Deepublish, 2018).
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1. Pengamatan (observasi)

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat
lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan
dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk
memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil
observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu,
dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil
suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan
informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek
penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa
saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada
hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara
mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau,
merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah
diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti
mewawancarai tiga (3) pemilik modal dan pengelola modal (3).

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunkan dalam pengumpulan data
yang menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan langsung dengan
permasalahan yang sedang diteliti, sehungga dalam pengumpulan data yang diperoleh

sicara lengkap, nyata dan bukan perkiraan.>* Metode penelitian ini digunakan untuk

% Muhammad Rijal Fadli, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, Humanika,
Kajian llmiah Mata Kuliah Umum, 21.1 (2021), 33-54.
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mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sebuah dokumen yang nantinya akan
menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara
langsung yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.
. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan
penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam
meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah), dan harus di uji keabsahan
datanya (tidak cacat).>® Adapun 4 Kriteri yang digunakan sebagai berikut:
a. Uji Credebility
Uji kredebilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian
oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data
hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.
b. Uji Transferbility
Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi
dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.
c. Uji Dependability
Uji dependability atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat
dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian
ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa

orang lain dalam proses penelitian.

5 Wahidmurni Wahidmurni, ‘Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif>, 2017.
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Uji Confirmality

Uji Confimality merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses

yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan

objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses deskipsi dan penyusunan interview yang

telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan

menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan

kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.®® Secara singkat

teknik analisis data digunakan oleh seorang peneliti untuk mengelolah data menjadi

informasi.

a.

Reduksi kata

Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada
penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.

Kesimpulan data

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama
berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai

mencari arti benda benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori),

% Deni Darmawan, ‘Metode Penelitian Kuantitatif®, 2013.
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penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat,
dan proposisi.®” Dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan atau

penelitian.

5 Aunu Rofiq Djaelani, ‘Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, Majalah
llmiah Pawiyatan, 20.1 (2013), 82-92.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie
Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan lbu Kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara
ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri
atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan
Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah kabupaten

mencapai 1.961,77 km?.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai 93 Km sehingga terdapat areal
pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal
persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pengungunan. Kondisi ini mendukung
Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan
memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan,
perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian 500-1000 mdpl
(19,69%) dan Ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Kabupaten Pinrang, masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari hari
tidak lepas dari peranan dan bantuan dari pihak lain. Bagi hasil merupakan salah satu
sarana tolong menolong bagi manusia dalam memenuhi kehidupannya, pihak yang
mempunyai lahan menyerahkan lahannya ataupun modalnya ke penggarap atau pihak
yang mengelolah modal untuk diusahakan sehingga dapat memperoleh hasil. Desa
Tassiwalie yang merupakan bagian dari masyarakat Kabuten Pinrang juga telah lama

mengenal yang namanya sistem bagi. Bagi hasil di merupakan sistem lazim

37
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digunakan guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, bagi hasil meliputi beberapa
bidang diantaranya dalam bidang pertanian (sawah, perkebunan dll), dalam bidang
perikanan (tambak), bidang peternakan (ayam, kambing, bebek, lebah madu dan
sapi).

Kegiatan mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha mappatteseng
sapi, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi para pengelola
modal Kkerja sama bagi hasil ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil keja
atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain.

Maka dari itu, terbentuknya suatu kerja sama.

Sistem penerapan bagi hasil yang dilakukan di Desa Tassiwalie dalam hal ini
pemodal dan pengelolah sapi yang diternak memiliki berbagai macam model. Sistem
bagi hasil yang ada di Desa tersebut sudah dilakukan sejak dari generasi ke generasi
dengan kata lain bagi hasil demikian sudah diwariskan secara turun temurun dengan
sistem pembagian 50:50. Seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang
mempengaruhi sistem bagi hasil ternak tersebut, sehingga kadang muncul anggapan
bahwa terdapat keberpihakan baik dari dari pihak pengelolah maupun dari pihak
pemodal yang memperoleh keuntungan lebih besar atau bisa dibilang berat sebelah.
Hal ini dikarenakan biaya pemeliharan semakin besar dari waktu ke waktu maka
pihak pemodal dan pengelolah sapi menerapkan bagi hasil 50:50 pada hasil

mappatteseng sapi.

Pembagaian keuntungan kerja sama ini dalam pandangan masyarakat Desa

Tassiwalie dianggap sesuai dengan yang diperoleh kedua bela pihak, dikarenakan
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50:50 sudah menjadi pembagian hasil ternak yang manusiawi. Artinya pihak pemodal
pun tidak mempersoalkan kebutuhan sapi yang diternak karena jika pemodal atau
pemilik sapi menerapkan keuntungan 60:40 kepada pihak pengelolah, justru dianggap
merugikan bagi pihak pengelolah dengan modal tenaga yang dimiliki dalam
memelihara sapi-sapi yang telah disepakati. Apalagi yang terpenting dalam proses
perkembangbiakan sapi adalah peran tenaga pengelola sehingga menghasilkan sapi-
sapi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pihak pengelolah didesa tersebut,
peneliti melihat bahwa bagi hasil yang dilakukan konsisten dengan sistem bagi dua.
Padahal pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pengelolah dan pemodal tidak
mempertimbangkan biaya pengeluaran dari sapi tersebut, seperti biaya perawatan,
pakan, harga jual yang tidak stabil setiap waktu serta kondisi sapi yang tidak menentu
dalam proses pemeliharaannya.

Dalam pembagian hasil ternak sapi ditemukan bahwa segala bentuk
pembiayaan dari sapi-sapi ternak bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal
ini pemodal ataupun pihak pengelolah sapi. Akan tetapi, resiko ataupun kerugian
yang dialami menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pemeliharaan dan
perkembangbiakan sapi ternak.

Pada dasarnya pemilik modal memberikan sapinya kepada pengelola untuk
dipelihara. Pembagian keuntungan sapi jantan berupa nilai harga jual sedangkan sapi
betina berupa anak sapi yang dihasilkan sebagai mana kesepakatan bersama.
bilamana didalam proses pemeliharaan terjadi kegagalan atau kerugian, yang bukan
diakibatkan oleh pengelola modal maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik

modal. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola
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modal maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam perspektif
muamalah menghilangkan kemudharatan dengan tidak membebankan resiko yang
diterima pihak sebelah. Demikian juga jika nanti usaha mereka mengalami kerugian
maka sama sama menaggung resiko.

Nama Pemilik Modal Dan Pengelola Modal

Yang Menjadi Narasumber Penelitian

No Nama Narasumber Keterangan

1 Sudirman Pemilik modal
2 M. Yusuf Pengelola modal
3 Tulele Pemilik modal
4 Asril Pengelola modal
5 Hardian Pemilik modal
6 Sulfadli Pengelola modal

Kerja sama bagi hasil yang yang dilakukan pemilik modal dan pemilik
modal di desa Tasasiwalie Kabupaten Pinrang biasa disebut dengan istilah
mappatteseng sapi yang berarti memelihara dengan kerja sama bagi hasil yang
mana pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelolah oleh pemilik modal
yang biasanya berupa sapi maupun uang.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya kerja sama ini adalah diantaranya
tidak mampunya memiliki ternak sapi, tidak cukup modal untuk memiliki ternak sapi,
tidak punya lahan kosong, adanya waktu luang dan ingin menambah penghasilan.
Dari beberapa alasan tersebut maka terjalinlh kerja sama bagi hasil ini.

Oleh karena itu untuk memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk

dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil mappateseng sapi ini dapat ditinjau dari
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beberapa hal diantaranya, akad, modal, resiko kerugian, bagi hasil dan penjualan di
Desa Tassiwalie.
1. Akad

Akad kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pihak pengelola
sapi di Desa Tassiwalie tidak ada jangka waktu berakhirnya kerja sama. Dalam artian
pihak pengelola dengan pemilik sapi melangsungkan suatu perjanjian atau kerjasama
terkait dengan sapi yang hendak diternak. Adapun akad kerjasama oleh pemilik sapi
dan pihak pengelola adalah dengan melakukan akad secara lisan diantara kedua belah
pihak, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan
pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini
dilandasi atas kepercayaan satu sama lainnya, akad kerjasama ini lebih dikenal
masyarakat Desa Tassiwalie sebagai praktek bagi hasil pada umumnya. Sebagaimana
wawancara yang dilakukan dengan Sudirman selaku pemilik modal di Desa

Tassiwalie

“Kalau dari kita sebagai pemodal, sebenarnya Awalnya itu kita ( pemodal )
yang menawarkan kepada pengelolah untuk merawat sapi. Kadang kita kasi
modal berupa uang tunai atau bisa juga berupa sapi. Tidak ada batasan waktu
berakhirnya perjanjian, sekiranya jika sapi tersebut sudah gemuk atau sudah
berkembangbiak ya anak dari sapi ini yang dibagi. Sistem bagi hasilnya itu
yah tetap kita disini pakai sistem bagi setengah saja atau bagi dua.”>®

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pemilik modal
atau pemilik sapi tersebut menawarkan modalnya yang kemudian diternakkan dan
dikelola oleh pihak pengelolah. Kemudian dalam proses akad kerjasama masyarakat

di Desa Tassiwalie tentunya tidak memiliki batasan dalam melangsungkan suatu

*8Sudirman, pemilik modal usaha mappatteseng sapi Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
16 oktober 2023.
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perjanjian tentang hewan ternak berupa sapi. Bergantung jika pemilik sapi yang
kemudian ingin mengambil sapinya atau dari pihak pengelolah yang menyerahkan
sapi tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu,peneliti tidak menemukan batasan
waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak sapi.

2. Modal

Dalam sistem hasil bagi ternak hewan yang ada di masyarakat tidak terlepas
daripada persoalan modal yang kemudian menjadi dasar terjadinya suatu akad atau
kerjasama antara pemilik sapi dan pihak pengelolah. Sebab, modal menjadi acuan
utama dalam melakukan kesepakatan dalam melangsungkan kerjasama dalam
pemeliharaan ternak sapi. Begitu pula di Desa Tassiwalie yang mengharuskan dalam
menjalin kerjasama ternak sapi dibutuhkan modal untuk kebutuhan ternak. Seperti
pengadaan atau pembelian sapi, pemenuhan pakan dan hal-hal lainnya dalam
perkembangbiakan sapi-sapi yang diternak. Sehingga dalam proses berlangsungnya
suatu akad kerjasama terdapat modal awal yang diberikan pemodal di Desa
Tassiwalie kepada pihak pengelola.

Pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal tersebut dalam sistem bagi
hasil sapi di Desa Tassiwalie berupa pemberian berupa dimana pengelola meminta
sejumlah uang atau dari pihak pemodal memberikan modal awal kepada pihak
pengelola untuk kemudian dibelikan sapi dengan akad kerjasama yang terjadi
diantara keduannya atau bisa juga berupa hewan ternak yaitu sapi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan M.Yusuf selaku pengelolah modal di

Desa Tassiwalie mengatakan bahwa:
“Kalau soal modal yang dipakai untuk ternak sapi disini. Biasannya kami
sebagai pihak pengelola meminta sejumlah uang tunai dari pemodal untuk
dibelikan sapi, tetapi selain berupa uang, pihak pemilik sapi menyerahkan
sapinya diawal untuk dibesarkan dan dikembangbiakkan, namun soal bagi
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hasilnya nanti setelah sapi-sapi tersebut berkualitas atau berkembang biak,
yah tentu sistem pembagiannya adalah bagi dua dengan pemodal.””®

Kemudian hasil wawancara diatas memberikan suatu gambaran tentang sistem
pemberian modal kepada pihak pegelola dengan modal awal berupa uang untuk
digunakan membeli sapi diawal kemudian dikelola, namun penyerahan modal
lainnya. Selanjutnya wawancara yang dilakukan pula oleh peneliti dengan Tulele
selaku pemodal ternak sapi yang dimana untuk mengetahui bentuk modal yang ada di

Desa Tassiwalie mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau ternak sapi disini dengan kerjasama pemodal dan
pengelola, sebelumnya terkadang orangnya atau pihak pemodal yang meminta
langsung kepada kita ini untuk dibelikan sapi. Nah kita sebagai pemodal lebih
banyak memberikan modal berupa sapi kepada pihak peternak. Karena kalau
kita kasih uang biasa tidak sesuai dengan sapi-sapi yang memang layak untuk
diternak. Boleh jadi modal uang yang kita kasih justru kurang dari harga sapi
yang hendak dibeli oleh pengelolah. Makanya sapi saja yang langsung
dikasihkan ke mereka dengan sistem kerjasama yang tidak ada batasnya,
kalaupun sapinya sudah berkembang biak, itu yang kemudian dapat kita bagi
dua dengan pengelolah.»«

Hasil wawancara diatas memberikan suatu penjelasan bahwa pemberian
modal yang seringkali dilakukan di Desa Tassiwalie adalah dengan menggunakan
modal berupa pemberian atau pengadaan sapi. Hal ini memungkinkan bagi peternak
atau pengelola dalam beternak sapi adalah dengan memelihara dan
mengembangbiakkan sapi sapi yang diberikan oleh pemodal. Dilain sisi pula

pemberian modal sapi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemodal

5% M. Yusuf, pengelola Usaha Mapatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
14 Oktober 2023.

60 Tulele, Pemilik Modal Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
14 Oktober 2023
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untuk pembelian sapi yang berkualitas yang lebih baik dibangdingkan dengan pihak
pengelola yang membeli sendiri sapi-sapi tersebut.

Kelangsungan ternak sapi yang dikelola oleh peternak bukan hanya dalam hal
pengadaan sapi-sapi. Akan tetapi juga adalah dengan memberikan modal lanjutan
untuk memenuhi kebutuhan pakan, dan segala kebutuhan lain dari peternak. Dengan
demikian maka seluruh kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh peternak dalam
pemeliharaan sapi ternak adalah dengan modal uang berupa kebutuhan pakan,
perawatan dan kebutuhan pengobatan sapi.

3. Resiko Kerugian

Mengenai resiko kerugian yang seringkali dialami oleh pihak pengelola
menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan rentang terjadi dalam beternak sapi
di Desa Tassiwalie. Kemudian sebelum terjadi akad atau kerjasama antara pemodal
dengan pihak pengelola, kedua belah pihak tidak menentukan dan membahas soal
jangka waktu ternak dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini
dikarenakan pemodal sepenuhnya mempercayakan kepada pengelola untuk merawat
ternak yang telah disediakan dan juga pihak pengelola tidak mempersoalkan resiko
kerugian yang dialami selama menjalani masa pemeliharaan sapi sebagai hewan
ternak.

Sapi ternak yang dipelihara dan dikelola oleh pengelolah sapi pada kenyataan
tidak selamanya menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas, adakalahnya sapi-sapi
ternak akan berdampak pada resiko kerugian tinggi yang dialami oleh pemilik sapi
mengalami kondisi sakit, dicuri bahkan mati. Dengan demikian resiko kerugian
disampaikan oleh Asril selaku pengelolah sapi pada wawancara yang dilakukan

adalah sebagai berikut:
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“Yaitu apabila sapi yang mati atau dicuri itu adalah sapi bagian peternak atau

sebaliknya maka itu adalah resiko bagi yang dapat bagian tersebut, beda
halnya apabila yang mati adalah induk sapi atau modal awal maka itu di
gantikan dengan anaknya dulu untuk dijadikan indukan yang baru.Tapi
apabila ada sapi yang sakit maka pihak pemilik sapi yang harus membiayai
pengobatannya.”®?

Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan Kerugian yang seringkali
terjadi dalam masa pemeliharan sapi ternak di Desa Tassiwalie adalah dengan adanya
penyakit yang dialami oleh sapi ternak atau bahkan terjadinya kematian atau ternak
tersebut di curi. Apa bila ada sapi yang mati atau di curi. Yang mana itu sudah
menjadi resiko bagi orang yang mendapat bagian tersebut, ini berlaku untuk sapi
yang merupakan keuntungan dari bagi hasil mappatteseng yang dilakukan. Beda
halnya apabila sapi yang mati atau di curi merupakan sapi modal atau sapi indukan
maka cara penyelesaian yang di lakukan biasanya dengan mengganti indukan tersebut
dengan anak yang dilahirkan untuk kemudian di jadikan sebagai modal atau indukan
baru.

Akan tetapi kerugian yang dialami dikembalikan kepada pihak keduannya
yang memiliki andil dalam sistem akad bagi hasil ternak sapi. Bagi pihak pemilik sapi
sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang mengalami sakit-sakitan. Sehingga
hal itu merupakan bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang
dibutuhkan oleh sapi yang sakit demi kesembuhan tersebut. Sedangkan yang menjadi
yang curi di sebabkan kelalaian atau kecurangan dalam menjalakan pengelola ternak

tersebut.

61 Asril, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Oktober
2023.
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4. Sistem bagi hasil

Secara umum sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tassiwalie memiliki
akad atau sistem bagi dua dari hasil hewan ternak yang dikelola. Sehingga pemodal
dengan pihak peternak menerapkan sistem bagi dua tersebut tanpa memperhitungkan
jumlah kerugian ataupun kebutuhan dari sapi yang dipelihara.
a. Keuntungan berupa uang

Dalam pembagian berupa uang tunai diperoleh dari penjualan ternak sapi

jantan. Pembagian hasil dari penjualan sapi bapak Sudirman yang dikelola oleh

Bapak M.Yusuf.

“Pembagian dilakukan dengan menghitung modal awal dan harga jual sapi
kemudian dibagi dua sesuai kesepakatan diawal”?

Keuntungan yang diperoleh untuk masing masing pihak adalah 50:50. Misalnya
modalnya 10.000.000 dalam jangka kurang lebih 1 tahun sapi itu akan laku
terjual dengan harga 16.000.000. Keuntungan yang diperoleh selama kurang
lebih 1 tahun pemeliharaan adalah Rp. 6.000.000 dengan pembagian pemilik
modal mendapat Rp. 3.000.000 dan pengelola modal mendapat nominal yang
sama.
b. Pembagian keuntungan berupa anak dari sapi betina

Selain pembagian keuntungan berupa uang adapula pembagian anak dari api

betina.

“ Saya diberi kepercayaan untuk merawat sapi betina dan mengembangbiakkan
sapi tesebut. Dengan pembagian anak pertama dari sapi betina tersebut menjadi
milik saya selaku pengelola modal dan untuk anak selanjutnya menjadi milik

62 M. Yusuf, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
15 Januari 2024.
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pemodal. Naman jika dalam 1 tahun hanya ada 1 anak sapi yang lahir maka sapi
itu akan dibagi dua keuntungannya.”’%®

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa
cara atau metode sistem bagi hasil yang ada di Desa Tassiwalie adalah dengan
menerapkan sistem bagi dua dari hasil penjualan hewan ternak. Selanjutnya bagi hasil
di Desa Tassiwalie ada yakni bagi hasil hewan ternak dan materi. Pertama, bagi hasil
hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki
oleh pengelola modal dengan alasan supaya seimbang maksudnya pemilik modal
sudah punya sapi maka anak sapi yang pertama menjadi milik pengelola. Begitu juga
untuk kelahiran anak sapi yang kedua, jika anak sapi yang kedua lahir maka itu
menjadi bagian si pemilik modal.

Kedua, bagi hasil materi, dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola
modal. Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan hewan sapi,
kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal bahwa apabila dilakukan
penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau
50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal. Dilain sisi modal
yang diberikan kepada pengeola sapi di Desa Tassiwalie bukan hanya dalam bentuk
sapi. Akan tetapi bentuk modal juga berupa uang atau rupiah.

Jadi dari beberapa hasil wawancara yang diuraikan diatas bahwa: yang
pertama, sistem hasil ternak sapi yang dilakukan di Desa Tassiwalie adalah dengan
konsep bagi dua atau lebih tepatnya 50:50 dari sapi ternak yang terjual bagi model

bagi baginya berupa uang dan juga sapi yang telah dilahirkan. Sistem yang ada dalam

83 Sulfadli, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
15 januari 2024.
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bagi hasil dilapangan memungkinkan terjadinya rasa saling membantu antara
peternak dan pihak pemodal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Kedua, adalah ada beberapa faktor yang dirasakan dan dialami baik dari pihak
pengelola sapi ternak maupun dari pemodal sehingga menerapkan sistem bagi hasil
50:50 atau bagi dua dari hasil penjualan sapi diantaranya adalah adanya kerjasama

dan saling menguntungkan antara satu sama lain.

“Soal pemeliharaan sapi saya liat disini kebanyak menggunakan sistem ternak
lepas, sudah tidak menggunakan kandang lagi hanya di ikat di pohon kelapa.
Hal itu sepertinya disebabkan semua kebutuhan sapi ternak sudah terpenuhi
dari segi makanan dan kebutuhan pakan lainnya.”%*

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas menunjukkan bahwa sapi ternak
dalam proses perkembangbiakannya tidak seperti dengan peternak sapi lain pada
umumnnya. Disebabkan kebutuhan pakan di Desa mampu memenuhi
keberlangsungan sapi ternak termasuk rumput, dan sebagainya. Kemudian kondisi
hewan ternak di Desa Tassiwaliememilih kondisi geografis yang berbeda, dalam
artian bahwa sumber daya alam memumpuni segala kebutuhan hewan ternak yang
ada disana. Jadi secara tidak langsung sapi ternak yang dikelola oleh peternak
dibiarkan bebas mencari makan sendiri serta dibarengi dengan pengawasan yang
ketat pada sapi-sapi tersebut.

Menurut Teori seorang ekonom muslim bernama Siah Khosyi’ah,
menekankan mudarabah dalam konteks sistem peternakan sapi yang seringkali

digunakan pada umumnya yakni pemilik modal (Pemilik Sapi) bekerja sama dengan

6 M. Yusuf, Pengelola Modal Usaha Maapptteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang 14 Oktober 2023.
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pihak pengelolah modal (Peternak Sapi) dengan saling menguntungkan sesuai bagi
hasil yang disepakati.

Cara pemeliharaan sapi yang dilakukan mudharib (pengelola) adalah
memelihara sapi dengan cara digembalakan dipadang rumput dan memelihara sapi
dengan cara dikandangkan dengan memberikan rumput, memelihara sapi dengan cara
dikandangkan ini pengelola banyak mengeluarkan tenaga karena harus memberikan
banyak rumput untuk sapi tersebut, pemeliharaan sapi dengan cara ini dapat
melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan
sapi serta mempermudah si pengelola sapi untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal
ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat
menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya
bagi hasil mereka.

5. Jenis mudarabah

Dalam melakukan kerja sama, pemilik modal berhak memberikan syarat yang

harus dipenuhi oleh pengelola modal tetapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang

mayoritas pengelola modal tidak memberikan syarat apapun kepada pengelola modal.

“ Saya sebagai pengelola modal diberi modal untuk memelihara modal kebebasan
untuk merawat sapi tersebut sampai siap untuk dijual. Dan kami menyepakati
keuntungan yang diperoleh dengan pembagian 50:50 untuk penjualan sapi jantan
sedangkan untuk anak dari sapi betina saya mendapat bagian dari kelahiran
pertama.”%®

Jenis mudarabah yang termasuk dari pernyataan bapak Asril dia atas adalah
mudarabah mutlagah atau mutlak dimana tanpa adanya batasan dan syarat yang

diajukan oleh pemilik modal kepada pengelola modal..

% Asril, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 15 Januari
2024
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6. Waktu kerjasama

Dalam kerja sama mappatteseng sapi pengelola modal tidak mematok jangka
waktu jangka waktu penjualan sapi, tetapi hanya melihat dari keadaan sapi jika sudah
bisa dijual maka pengelola akan mengatakan kepada pemilik modal untuk menjual

sapi tersebut. Adapun wawancara dengan bapak M. Yusuf sebagai berikut;

“kami tidak mematok jangka waktu untuk penjualan sapinya, tapi biasanya kami
mengatakan kepada pemilik modal kalau sapinya sudah bisa dijual. Kadang juga
ada yang datang kepada saya berminat membeli sapinya, kemudian saya
sampaikan kepada pemiliknya.”®®

Pengelola tidak diberikan patokan waktu dalam proses pemeliharaan ternak
sapi. Namun biasanya pengelola yang langsung mengatakan kepada pemilik modal
apabila sapinya sudah bisa dijual, bahkan ada juga yang sampai pengelola yang
mencari pembeli untuk sapinya atas dasar perinta pemilik modal.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang tidak
diberikan patokan jangka waktu pemeliharaan antara kedua belah pihak, tidak ada
batasan dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini, pengelola akan terus
merawat hewan sapi tersebut sampai pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri
kerjasama tersebut. Contohnya pada saat penjualan hewan sapi, pemilik hewan sapi
bisa menjual ternaknya kapan saja. Dalam proses penjualan pemilik modal masih ikut
campur didalamnya, pengelola tidak diberi hak sepenuh nya atas pengelolaan sampai
saat penjualan. Sehingga penjualan sapi adalah hak sepenuhnya dari pemodal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak peternak sapi di
Desa Tassiwalie tersebut memberikan suatu pengertian terkait dengan waktu

kerjasama ternak sapi. Jangka waktu dalam melangsungkan kerjasama tidak dibatasi

% M. Yusuf, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
15 Januari 2024
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oleh estimasi bulan atau tahunnya. Namun semuanya dikembalikan kepada kedua
belah pihak apakah dari si pemilik modal yang mengambil sapi atau dari pihak
peternak yang kemudian mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya. Jadi dapat
diketahui waktu kerjasama tersebut tidak berakhir selama masih ada hewan ternak
yang akan dikelola dari pihak pengelola sendiri. Waktu kerjasama dalam akad bagi
hasi hewan ternak tidak ditentukan secara pasti, waktu kerja sama akan berakhir
meskipun sapi sudah siap untuk dijual, mengingat baik pengelola dan pemodal
menganggap bagi hasil sapi ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang
mereka miliki bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Tassiwalie.
Sebagaimana waktu kerjasama ini bisa berakhir disebabkan oleh pihak
pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu
sapi akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama berakhir atau ketika
pemodal merasa kondisi sapi sudah gemuk dan siap untuk dijual maka akan dijual
sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama akan akan tetap berjalan selama masih ada
sapi yang diternak oleh pengelola.namun ketika semua hewan ternak sapi tersebut
dijual keseluruhan ataupun dari kedua belah pihak mengambil sapi atau
mengembalikannya maka pada saat itu pula waktu kerjasama antara keduannya
berakhir. Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi
kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila
pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak, sedangkan waktu kerjasama belum

berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan.
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B. Tinjauan Akad mudarabah Terhadap Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Pada

Di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Mudarabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan
pengelolah modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana
keuntungan dibagi dua antara pemilik dan pengelolah modal. Jika ada kerugian akan
ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian terjadi dalam keadaan modal bukan
dari kelalaian pengelolah.

Pada dasarnya akad kerja sama mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini termasuk dalam kategori kerja sama atau
syirkah, lebih tepatnya termasuk syirkah mudarabah yakni akad kegiatan kerja sama
antara dua pihak dengan pihak pertama memberikan sebuah modal baik berupa
barang tertentu atau sesuatu yang lain yang jelas jumlahnya untuk diserahkan kepada
seseorang yang mengusahakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang
akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Menurut hukum Islam dalam kegiatan kerja sama terdapat rukun dan syarat
yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya akad perjanjian. Adapun rukun dan
syarat dari mudarabah ialah:

a. Adanya dua orang yang berakad ( pemilik modal dan pengelola modal)
b. Sighat (ijab dan kabul)

C. Ma’qud alaih (modal, kerja dan laba)

Dari rukun dan syarat yang disebutkan diatas, jika dihubungkan dengan bagi
hasil mappatteseng sapi yang terjadi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten

Pinrang maka akan diuraikan sebagai berikut:
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a. Adanya dua orang yang berakad ( pemilik modal dan pengelola modal )

Dalam kegiatan mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang yang diteliti oleh peneliti poin pertama dalam rukun dari
mudarabah ini terpenuhi yakni adanya dua orang yang berakad yaitu pemodal dan
pengelola. Dalam hal ini dua orang yang melakukan kerja sama salah dari mereka
adalah pemodal dan satunya lagi adalah pengelola. Pihak pertama memberi modal
yakni berupa uang tunai dan sapi untuk dijadikan sebagai modal dan pihak kedua
sebagai pengelola dalam kegiatan mappatteseng sapi.

b. Sighat ( ijab dan kabul)

Dalam poin rukun yang kedua ini, para pihak melakukan ijab dan gabul pada
kerja sama mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang ini hanya berbentuk lisan saja. Belum ada akad serta ketentuan yang tertulis
diatas hitam dan putih, para pihak hanya melakukan secara lisan saja dan tidak
dihadiri oleh pihak saksi. ljab kabul dilakukan dengan cara disebutkan saja diawal
bahwasanya pihak pertama memberikan modal berupa uang maupun sapi kepada
pengelola untuk dirawat, kemudian pihak pengelola akan menerima uang maupun
sapi tersebut dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kerja sama mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang yang hanya berbentuk lisan ini belum sesuai dengan anjuran Q.S
Al- Bagarah ayat 282. Dimana dalam surah tersebut di anjurkan untuk menuliskan
transaksi secara tidak tunai sekalipun tidak berdosa bila tidak dilakukan namun yang

paling baik adalah agar selalu dituliskan.
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C. Ma’qud alaih

Pada poin ketiga yakni ma’qiid alaih yang meliputi modal, kerja, dan laba,
dalam kerja sama bagi hasil mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang dapat dijabarkan sebagai berikut;

a) Modal

Mengenai modal pada kerja sama mappatteseng sapi yaitu, modal awal yang
diberikan oleh pemilik modal bisa berupa uang dan hewan sapi. Yang memberikan
modal berupa sapi mereka beralasan karena dengan cara ini sapi yang akan diberikan
kepada pengelola memang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Menurut
ketentuan Dr. Mardani bahwa modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang
tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau
barang dagangan lainnya, mudarabah tersebut batal %’

Larangan mudarabah dengan modal berupa barang, karena mudarabah ketika
itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal
itu dikarena barang tersebut diketahui dengan perkiraan atau taksiran sementara

nilainya dapat berbeda tergantung orang yang menaksirkannya.5®

Akan tetapi
mudarabah dengan modal barang di perbolehkan oleh ulama mazhab Hanafi dengan
menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang
disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad (shahibul maal dan mudharib).
Berangkat dari pendapat tersebut, selaku penulis menyimpulkan bahwa bagi
hasil mappatteseng sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tassiwalie sudah

sesuai dengan kaidah akad mudarabah

67 Mardani, Hukum bisnis syariah (Jakarta; Prenada Media, 2017).
8 M. Syafi’l Antonio, Bank Syariah: dari teori kepraktek, (Jakarta: gema insan press, 2001)
cet.1, h. 178
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b) Resiko

Dalam kegiatan mappatteseng sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Tassiwalie tidak selamanya menghasilkan sapi yang berkualitas, terdapat resiko
seperti sapi yang sakit-sakitan, mati atau dicuri. Kerugian yang dialami dikembalikan
kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem bagi hasil mappatteseng
sapi. Bagi pihak pemilik modal sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang
mengalami sakit-sakitan, mati dan di curi selama terjadi secara alami bukan sebab
kelalaian pengelolah yang mengelola sapi tersebut. Sehingga hal itu merupakan
bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh
sapi yang sakit demi kesembuhannya. Sedangkan yang menjadi tanggungan pihak
pengelolah adalah apabila ada sapi yang mati atau di curi di sebabkan kelalaian atau
kecurangan dalam menjalakan pengelola ternak tersebut.

Adapun penyelesaian yang biasanya dilakukan dalam bagi hasil ternak sapi
tersebut apabila terjadi kehilangan modal awal (indukan sapi) adalah menggantinya
dengan keuntungan yang didapatkan dalam hal ini anak sapi yang di lahirkan oleh
indukan akan di besarkan untuk di jadikan induk sapi yang baru.

Apabila ditinjau menurut konsep akad mudarabah ini sudah sesui dengan
fakta dilapangan dengan teori yang ada. Sejalan dengan pendapat Syafia Antonio,
dalam buku Bank Syariah bahwa apabila dalam perjanjian mudarabah mengalami
kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian
tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelolah, seandainya kerugian itu disebabkan
oleh kecurangan atau kelalaian pengelolah maka pengelolah yang harus bertanggung

jawab dalam hal tersebut.®®

8 M. Syafi’l Antonio, Bank Syariah: dari teori kepraktek, (Jakarta: gema insan press, 2001)
cet.1,h. 178



56

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian yang
bukan disebabkan oleh kelalaian pengelolah maka yang bertanggung jawab adalah
pemilik modal namun jika terjadi karena kelalaian pengelolah maka kerugian
sepenuhnya ditanggung oleh pengelolah modal.

c) Waktu kerjasama

Dalam praktik bagi hasil ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak
ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual.Sedangkan
menurut ketetapan yang ada bahwa ketentuan waktu harus ditetapkan diawal
sehingga ini menjadi kelemahan dari praktik bagi hasil ini. Dalam melakukan
penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola
mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara

pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah.

Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan
(gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna
mengikat kedua pihak dalam kontak mudarabah tersebut. Hal ini bertentangan
dengan hadist Nabi saw yang menyebutkan bahwa kerjasama mu’amalah harus
mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian.

“Dari Ugbah bin ‘Amr menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda yang Artinya:
Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang
muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus

dijelaskan kepadanya’’®

0 Isnaini Harahap, dkk, Hadis- Hadis Ekonom, (Jakarta; Penerbit Kencana, 2015), h. 99.
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d) Nisbah Bagi Hasil
Dalam menentukan nisbah bagi hasil menggunakan model profit sharing.
Dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Hasil yang dibagi adalah keuntungan
2. Keuntungan adalah pendapatan yang telah dikurangi modal
3. Pembagian nisbahnya adalah margin/keuntungan nya dibagi rata 50:50
e) Pembagian hasil jika terjadi keterlambatan penjualan

Berdasarkan prinsip keadilaan hubungaan bisnis tidak diperbolehkan
mengandung kezaliman karena dianggap menganiaya masyarakat terutama
masyaakat lemah. Dalam penelitian ini pihak yang melakukaan kerja sama sudah
membuat kesepakatan yang sama sama disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam
proses pemeliharaan diberi jangka waktu 1 tahun.

Dalam kegiatan mappatteseng sapi tidak selama sapi yang dipelihara
selalu mencapai target waktu penjualan, ada kalanya mengalami keterlambatan
penjualan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, sakit, hewan ternak
kurus dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini pengelola modal akan menambah
waktu pemeliharaan sapi dan pembagian keuntungan tetap 50:50 karena sudah
menjadi resiko dan tanggung jawab pengelola modal.

Analisis kesesuaian model bagi hasil mappeteseng sapi di Desa Tassiwalie
menurut kaidah akad mudarabah dalam fighi muamalah adalah sebagai berikut;
1. Akad

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan akad kerja sama yang

terjalin antara pemilik modal dan pengelola modal di Desa Tassiwalie adalah

akad secara lisan dengan didasarkan rasa kepercayaan yang tinggi. Menurut teori,



58

mudarabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka
akad haruslah di tuliskan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-
Bagarah ayat 282. Maka bisa disimpulkan fakta dilapangan tidak sesuai dengan
kaidah akad mudarabah dalam fighi muamalah.

2. Modal

Berdasarkan hasil wawancara modal awal yang diberikan oleh shahibul
maal kepada mudharib berupa uang dan barang (sapi). Ini sesuai dengan Ulama
Mazhab Hanafi memperbolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan
nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang disepakati
oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung.

3. Resiko

Dari hasil wawancara didapat bahwa apabila kerugian terjadi bukan
disebabkan kelalaian pengelola modal maka yang bertanggung jawab adalah
pemilik modal, sebaliknya jika kerugian disebabkan oleh pengelola karena
keteledoran dan kelalaiannya maka yang bertanggung jawab penuh adalah
pengelola modal.

Hal ini sesuai dengan pendapat Syafi’i Antonio dalam bukunya yang
berjudul Bank Syariah apabila dalam perjanjian mudarabah mengalami kerugian
maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian pengelolah, namun apabila kerugian itu disebabkan oleh

pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab dalam hal tersebut.”

™ Nur Amaliah, ‘Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio’
(IAIN Parepare, 2022).
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4. Nisbah bagi hasil

Praktik nisbah bagi hasil dilapangan menunjukkan bahwa bagi hasil
ternak sapi yang disepakati oleh pihak pemodal dan pengelola modal adalah
sistem bagi dua dari hasil keuntungan sapi ternak. Hal ini sudah sesuai dengan
teori menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul akad dan produksi bank
syariah, yang menyebutkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil masing masing,
tidak monoton diatur dalam syariah tetapi tergantung kesepakatan pihak yang
bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan
bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang di sepakati.”? Jadi nisbah bagi hasil
tergantung kesepakatan dari pemilik modal dan pengelola modal.

Setelah memaparkan tinjauan akad mudarabah terhadap bagi hasil
mappatteseng sapi pada di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang,
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad mudarabah terhadap bagi hasil
mappatteseng sapi pada di Desa Tassiwalie termasuk dalam perpaduan antara
mudarabah mutlagah.

Secara arti mudarabah mutlagah adalah pemilik modal memberikan
kebebasan kepada pengelola untuk mengelolah dana yang telah diberikan. Jenis
mudarabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usahanya.
Berdasarkan pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa akad
mugdarabah terhadap bagi hasil mappatteseng sapi pada di Desa Tassiwalie termasuk
dalam mugdarabah mutlagah dikarenakan jenis mugdarabah ini tidak ditentukan masa

berlakunya dan lokasi usahanaya. Sesuai dengan fakta di dilapangan bahwa bagi hasil

2 Ascarya, ‘Akad Dan Produk Bank Syariah’, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
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mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie tidak ditentukan jangka waktu atau masa

berlakunya dan tidak ditentukan daerah tempat usahanya.



BAB V

PENUTUP
A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya
mengenai kerja sama mappatteseng sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang antara pemilik modal dengan pengelola modal, maka penulis
dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem sama bagi hasil mappatteseng di Desa Tassiwalie, Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Sistem penerapan bagi hasil yang cukup
sederhana. Pelaksanaan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak
dilakukan secara lisan saja diawali dengan musyawarah, dengan sistem
kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian 1 tahun pemeliharaan sapi untuk
sapi jantan dan diakhiri dengan pembagian keuntungan 50:50 (bagi dua)
penyerahana modal menggunakan dua metode, metode pertama yaitu pemilik
modal menyerahkan modalnya dalam bentuk hewan sapi dan metode kedua
pemilik modal menyerahkan uang tunai sebagai modal awal. Adapun sistem
pemeliharaannya yaitu sistem tanpa kandang (ternak liar).

2. Kemudian jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pengelola
menggunakan konsep mudarabah di Desa Tassiwalie, Kab. Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan. Dapat dinyatakan bahwa Akad yang terjalin antara shahibul
maal dan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan. Kerja sama mappatteseng sapi
di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang hanya berbentuk
lisan, menurut Q.S Al- Bagarah ayat 282 hal ini diperbolehkan atau mubah namun

bisa menjadi wajib apabila salah satu diantara dua pihak saling tidak percaya.

59
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Kemudian penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang bisa
dikalkulasi melainkan juga berupa barang (sapi). Yang mana ini dibenarkan para
ulama mazhab Hanafi, dengan menjadikan nilai dari barang tersebut sebagai
patokan modal awal yang di sepakati oleh shahibul maal dan mudharib saat
berakad. Namun jika dianalisis dari model bagi hasil yang ada di Desa Tassiwalie
ini sudah sesuai dengan kaidah akad mudarabah dalam figh muamalah karena
hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan (profit) serta pembagian nisbah nya
adalah margin/ keuntungan nya dibagi rata 50:50 jadi secara perbandingan bagi
hasil tidak menimbulkan pihak yang terdzalimi. Dan terakhir pada proses
penjualan, ada sedikit perbedaan dengan kaidah mudarabah, dalam hal ini pemilik
modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola, yang seharusnya
sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Adapun bagi hasil mappatteseng
sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, termasuk dalam
mudarabah mutlgah.

B. Saran dan Masukan

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka berikut ini penulis
akan mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang ingin di capai sekaligus
sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat muslim Desa Tassiwalie yang berpfosesi sebagai peternak sapi
dan pemilik sapi agar kiranya menerapkan sistem bagi hasil ternak sapi yang lebih
mengikuti konsep mudarabah secara menyeluruh, yang paling penting
kontrak/Akadnya diterapkan secara tertulis demi meminimalisir kemudaratan dan

potensi pihak terdzolimi, dan juga menentukan batasan waktu kerja sama pada saat
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akad di tunaikan, sehingga tidak terjadi gharar dalam praktik bagi hasil peternakan
sapi yang dijalankan.

. Kepada pihak Pemerintah setempat agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dan
potensi peternakan sapi masyarakat local dengan melihat potensi ketersediaan
pakan mengingat Desa Tassiwalie sebagai daerah hijau, subur dan basis pertanian
demi membantu msyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup.

. Kepada teman-teman Mahasiswa dan pelajar lainnya, semoga hasil penelitian ini
memberi edukasi positif serta menambah minat pelajar lain untuk meneliti lebih
dalam dan mengkaji lebih detail perihal kondisi peternakan sapi diberbagai daerah
di bumi nusantara ini dengan harapan dapat memberi solusi terbaik kepada

masyarakat peternak dengan varian masalah peternak yang ada.
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